BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Landasan hukum perkawinan beda agama itu sudah diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

(1) Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

(2) Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(3) Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

2. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama di indonesia dilakukan
dengan cara:

(1) Para pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di wilayah
domisili pemohon.

(2) Setelah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Negeri menerbitkan penetapan, maka para pihak dapat menyerahkan
penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Disdukcapil) untuk mendaftarkan perkawinannya.
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(3) Setelah penetapan pengadilan diterima oleh Disdukcapil, maka
Disdukcapil akan menerbitkan Akta Perkawinan yang menjadi bukti

sah administratif perkawinan menurut hukum negara.

B. SARAN

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislatif dan Pemerintah) diperlukan
adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai perkawinan beda
agama dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui revisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketidakjelasan norma saat ini telah
menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada
ketidakpastian hukum, ketidakseragaman praktik pencatatan, serta
berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk membentuk
keluarga.

2. Bagi Instansi Pencatat Perkawinan (Disdukcapil dan KUA) Instansi
pencatat perkawinan diharapkan meningkatkan pemahaman hukum dan
kapasitas administratif dalam menangani kasus perkawinan beda agama,
terutama yang telah memperoleh penetapan pengadilan. Penolakan
administratif tanpa dasar hukum yang jelas dapat memperpanjang
ketidakpastian status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut.
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